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KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT.
TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE




A B S T R A KAdanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjianarbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatupenyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Demikian juga mengenaisengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia dimana dalam perjanjian Investment
agreement tercantum klausul arbitrase. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatifdan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Sengketa kepemilikan PT. TelevisiPendidikan Indonesia (TPI) merupakan sengketa dibidang perdagangan yang ada klausulaarbitrase. Para pihak secara tertulis pada perjanjiannya telah mencantumkan arbitrasesebagai forum penyelesaian sengketa untuk itu dalam perkara ini, sikap pengadilan yangmenerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. TPI telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase
ABSTRAK
The existence ofthe arbitration clause in an agreement to hold the rights of the parties
to submit the settlement of disputes to the Court. District Court was not authorized to adjudicate
disputes which the parties have been bound in the arbitration agreement. District Courtmust
reject and will not intervene in the dispute resolution in case established through arbitration.
Similarly,`regarding a dispute that has been set by arbitration. Likewise ,a dispute concerning
the ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia where in the investment treaty arbitration
agreement contained arbitration clause. This research study of its kind to examine the
application of normative juridical and this research is descriptive analytical. Over ownership of
PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) is in the field of traded is putes that there klausula
arbitration. The parties in writing to the treaty have included the arbitrationas a dispute
resolution forum for that in this case the attitude of the court that received the settlement of
disputes ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) has violated the provisions of
Law No.30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolution.
Keyword : Authority of courts, resolving disputes, arbitration
I. PendahuluanSengketa yang dapat diselesaikanmelalui arbitrase hanya sengketa di bidangperdagangan dan mengenai hak yangmenurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihakyang bersengketa. Sedangkan sengketa yangtidak dapat diselesaikan melalui arbitrasesengketa yang menurut peraturanperundang-undangan tidak dapat diadakan
perdamaian. Adanya suatu perjanjianarbitrase meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian atau bedapendapat yang termuat di dalamperjanjiannya ke pengadilan negeri.Pengadilan negeri tidak berwenang untukmengadili sengketa para pihak yang telahterikat dalam perjanjian arbitrase.Pengadilan negeri wajib menolak dan tidakakan campur tangan di dalam suatu
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penyelesaian sengketa yang telah ditetapkanmelalui arbitrase.1Pada kasus antara PT. Berkah KaryaBersama dan Siti Hardiyanti RukmanaMajelis Hakim Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) memutuskan PT. BerkahKarya Bersama adalah pemilik sah PT.Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalamkasus tersebut PT. Berkah Karya Bersamaberlawanan dengan pihak Siti HardiyantiRukmana. Dalam putusan yang dibacakanmajelis hakim, Siti Hardiyanti Rukmanadinilai hakim telah melanggar kesepakatandalam melakukan investasi bersama PT.Berkah Karya Bersama. Dimana BANImemutuskan bahwa Siti HardiyantiRukmana telah beritikad buruk danmelanggar investment agreement.Namun sebelum perkara inidiperiksa dan diputus oleh Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI), Siti HardiyantiRukmana mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimanaputusan pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PSt padaintinya adalah PT. Berkah Karya Bersamatelah bersalah melalukan pengambilalihansaham PT. Televisi Pendidikan Indonesia(TPI) secara tidak sah dan menggunakansurat kuasa pemegang saham yang tidak sahuntuk digunakan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa selanjutnyadisebut RUPSLB.Kemudian PT. Berkah Karya Bersamamengajukan banding ke Pengadilan TinggiDKI Jakarta dimana amar putusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor629/PDT/2011/PT.DKI membatalkanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Yang menjadi salah satu alasan dalampertimbangan Majelis Hakim sebelummenjatuhkan putusan adalah bahwasannyamateri gugatan yang diajukan penggugatadalah merupakan sengketa yang masukklausula arbitrase dan terikat denganperjanjian arbitrase maka Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus dinyatakan secaraabsolut tidak berwenang untuk mengadilisengketa yang digugat dalam perkara antara
1Sophar Maru Hutagalung, Praktik
peradilan perdata dan Alternatif penyelesaian
sengketa, (Jakarta : Sinar grafika, 2014), halaman318.
PT. Berkah Karya Bersama dan SitiHardiyanti Rukmana.Tidak cukup pada tingkat PengadilanBanding, Siti Hardiyanti Rukmanamengajukan upaya hukum yang lebih tinggi,yaitu upaya hukum Kasasi ke MahkamahAgung Republik Indonesia. Putusan MajelisHakim pada tingkat Kasasi Nomor862/K/Pdt/2013 yaitu membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakartadengan mengadili sendiri dan mengabulkansebahagian permohonan pemohon kasasidan menyatakan para termohon kasasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum.Salah satu yang menjadi alasan MajelisHakim Mahkamah Agung sebelummenjatuhkan putusan adalah bahwasannyasengketa yang dapat diselesaikan melaluiarbitrase adalah hanya sengketa di bidangperdagangan dan mengenai hak yangmenurut hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal ini, gugatanpara pemohon kasasi tidak dapatdikategorikan sebagai/tidak termasuksengketa mengenai hak yang menuruthukum dan peraturan perundang-undanganyang dibuat oleh pihak yang bersengketaatas dasar investment agreement. Jadi dalamhal ini penyelesaian perkara menjadikewenangan pengadilan bukan kewenanganarbitrase.Atas Putusan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi yang memenangkan SitiHardiyanti Rukmana, Pihak PT. BerkahKarya Bersama mengajukan upaya hukumluar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) keMahkamah Agung. Yang menjadi amarPutusan Majelis Hakim pada tingkatPeninjauan Kembali Nomor238/PK/Pdt/2014 adalah menolakpermohonan pemohon peninjauan kembali.Alasan Majelis Hakim menolak permohonanpemohon peninjauan kembali adalah bahwa :
1. Sengketa dalam perkara antaraPT. Berkah Karya Bersama danSiti Hardiyanti Rukmana adalahtentang perbuatan melawanhukum dan bukan merupakansengketa mengenai hakberdasarkan investment
agreement karena terdapat pihakyang tidak terikat dengan
investment agreement tersebutikut digugat.
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2. Perjanjian investment agreementterjadi antara PT. Berkah KaryaBersama dan Siti HardiyantiRukmana tidak terikat dengan isiperjanjian investment agreementtersebut sehingga pengadilannegeri berwenang mengadili parapihak tersebut.Dalam perkara ini para pihak yaituPT. Berkah Karya Bersama dan SitiHardiyanti Rukmana telah menetapkandalam perjanjian investasinya (investment
agreement) tercantum bahwa upayapenyelesaian sengketa sudah ditentukanbilamana terjadi sengketa yaitu melaluiarbitrase dengan mengikuti ketentuan BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI), namunpada kenyataannya sengketa inimenghabiskan waktu yang cukup lamadalam penyelesaiannya, dimana salah satupihak telah membawa upaya penyelesaiansengketa ini diselesaikan secara litigasi(pengadilan) dan pengadilan menerimaperkara tersebut untuk diadili.Kesimpulan pada pertimbanganMajelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri,Kasasi, Peninjauan Kembali adalah bahwaPengadilan berwenang mengadili perkaraPT. Berkah Karya Bersama oleh karenasengketa yang diselesaikan tidak sesuaidengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999 yaitu sengketa yangdapat diselesaikan melalui arbitrase hanyasengketa di bidang perdagangan danmengenai hak yang menurut hukum danperaturan perundang-undangan dikuasaisepenuhnya oleh pihak yang bersengketa,selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 Ayat2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999menyebutkan bahwa sengketa yang tidakdapat diselesaikan melalui arbitrase adalahsengketa yang menurut peraturanperundang-undangan yang tidak dapatdiadakan perdamaian.Kesimpulan pada pertimbanganMajelis Hakim di tingkat banding padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah olehkarena dalam perkara ini adalah sengketa dibidang perdagangan yaitu tentang investasipada PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)dan pada investment agreement telahmenentukan sengketa yang timbul mengenaipelaksanaan investment agreementdiserahkan kepada dan menurut ketentuan
peraturan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI). Untuk itu pengadilan tidakberwenang mengadili perkara antara PT.Berkah Karya Bersama dan Siti HardiyantiRukmana.Sebagaimana yang telah diuraikandiatas menjadi menarik untuk diteliti olehkarena adanya perbedaan penafsiran apakahpengadilan berwenang untuk terlibat dalamhal penyelesaian sengketa kepemilikan PT.Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).
II. Perumusan MasalahYang menjadi Rumusan MasalahPada penelitian ini adalah :1. Bagaimana kedudukan lembagaarbitrase dalam hubungannya denganpengadilan menurut Undang-undangNomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ?2. Apakah yang menjadi dasarpertimbangan pengadilan menerimapenyelesaian sengketa kepemilikan PT.Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI)yang memuat klausul arbitrase ?3. Apakah sikap pengadilan yangmenerima sengketa kepemilikan PT.Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI)telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ?
III. Metode PenelitianMenurut Soerjono Soekanto bahwa :2Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkansuatu masalah sedangkan penelitianadalah pemeriksaan secara hati-hati,tekun dan tuntas terhadap suatugejala untuk menambah pengetahuanmanusia, maka metode penelitiandapat diartikan sebagai prosesprinsip-prinsip dan tata cara untukmemecahkan masalah yang dihadapidalam melakukan penelitian.“Penelitian adalah kegiatan ilmiahyang didasarkan pada metode pencarian
2Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum
Normatif suatu tinjauan singkat, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995) ,  halaman 6.
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asas sesuatu (inquiry) secara sistematisdengan adanya penekanan bahwa pencarianini dimana dilakukan terhadap suatumasalah-masalah yang dapat dipecahkan.3Yang bertujuan untuk mempelajari satu ataubeberapa gejala hukum tertentu denganjalan menganalisanya”.4Sedangkan menurut Sutrisno Hadi“penelitian atau research adalah usaha untukmenemukan, mengembangkan dan mengujikebenaran suatu pengetahuan usaha manadilakukan dengan metode-metode ilmiah”.5Salah satunya adalah melaluikegiatan ilmiah, seperti penelitian dimanadalam penelitian tersebut akan mencari dataatau bahan-bahan yang dapat dipergunakanuntuk penulisan ilmiah. Dimana data adalahmerupakan gejala yang akan dicari untukditeliti, gejala yang diamati oleh peneliti danhasil pencatatan terhadap gejala yangdiamati oleh peneliti”.6
A. Jenis dan sifat penelitianPenelitian ini jenisnya PenelitianYuridis Normatif. Pendekatan YuridisNormatif, yakni penelitian yang difokuskanuntuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumpositif.7 Bentuk dari hasil penelitian ini akandituangkan secara deskriptif. Suatupenelitian deskriptif, dimaksudkan untukmemberikan gambaran yang setelitimungkin manusia, keadaan atau gejala-gejalalainny,8 yang dalam hal ini dibatasi mengenaiperanan pengadilan dalam hal penyelesaiansengketa kepemilikan PT. TelevisiPendidikan Indonesia yang memuat klausulaarbitrase.Penelitian bersifat deskriptif analitisyaitu merupakan penelitian yang bertujuan
3Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1998), halaman 13.4Soerjono Soekanto, Op.Cit, halaman 43.5Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I,(Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000), halaman 4.6Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam
penelitian Hukum, (Jakarta : PDHUI, 1979),halaman 1.7Johnny Ibrahim, teori dan metodologi
penelitian hukum normatif, (Malang : Banyumediapublishing, 2008), halaman 295.8Soerjono Soekanto, pengantar penelitian
hukum, (Jakarta : UI press, 2006), halaman  10.
menggambarkan secara cermat karakteristikdari fakta-fakta (individu, kelompok ataukeadaan) dan untuk menentukan frekuensisesuatu terjadi.9 Analisis yang dimaksudkanberdasarkan gambaran, fakta yang diperolehakan dilakukan analisis secara cermat untukmenjawab penelitian.10Penelitian yang digunakan dalampenelitian ini bersifat metode berpikirdeduktif ke induktif yang menggambarkandan menguraikan tentang perananpengadilan dalam hal penyelesaian sengketakepemilikan PT. Televisi PendidikanIndonesia (TPI) yang memuat klausulaarbitrase.
B. Sumber DataDalam penelitian ini diperolehmelalui data sekunder yaitu data yangdikumpulkan melalui studi dokumenterhadap bahan kepustakaan. Di dalampenelitian hukum, data sekunder terdiri dari:1. Bahan hukum primerBersumber dari bahan hukum yangdiperoleh langsung dan akan digunakandalam penelitian ini yang merupakan bahanhukum yang mempunyai kekuatan mengikatsecara yuridis, yaitu :1. Kitab undang-undang Hukum perdata2. Undang-undang Nomor 30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa3. Undang-undang Nomor 48 Tahun1999 tentang Kekuasaan Kehakiman4. Reglement op de rechtsvordering (Rv)dan Herzien Indische Reglement (HIR)atau Reglement Indonesia yangdiperbaharui dan peraturanperundang-undangan lain yangberkaitan dengan arbitrase.2. Bahan hukum sekunderYang merupakan bahan hukum yangerat hubungannya dengan bahan hukumprimer dan dapat membantu menganalisisserta memahami bahan-bahan hukumprimer, yang terdiri dari :
1. Buku-buku literatur
9Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan
Hukum, (Jakarta : Granit, 2000), halaman 58.10Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum
Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung : Alumni,1994),  halaman 101.
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2. Putusan-putusan pengadilannegeri dan mahkamah agung
3. Jurnal-jurnal hukum yangberkaitan dengan arbitrase
4. Makalah-makalah/laporanpenelitian
5. Artikel-artikel, media massa daninternet.3. Bahan hukum tersierBahan hukum yang memberikanpetunjuk atau penjelasan bermaknaterhadap bahan hukum primer dansekunder, seperti kamus, ensiklopedia danlain-lain.
C. Metode pengumpulan dataPengumpulan data merupakan halyang sangat erat hubungannya dengansumber data, karena melalui pengumpulandata ini akan diperoleh data yang diperlukanuntuk selanjutnya dianalisis sesuai denganyang diharapkan. Metode Pengumpulan dataada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka
(library research) dan metode studi lapangan
(field research). Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini, diperoleh dari studipustaka (library research), peraturanperundang-undangan, catatan hukum,putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji gunamenentukan relevansinya dengan kebutuhandan rumusan masalah.
D. Analisis DataAnalisis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu analisa data kualitatif,dimana data yang terkumpul tidak berupaangka-angka yang dapat dilakukanpengukuran. Akan tetapi berdasarkanperaturan perundang-undangan, sertapandangan informasi untuk menjawabpermasalahn tesis ini.Analisis kualitatif menghasilkan datadeskriptif, dengan cara  penarikan data dariinduktif ke deduktif dalam arti apa yangdinyatakan oleh sasaran penelitian yangbersangkutan secara tertulis, lisan danperilaku nyata.
IV. Hasil dan Pembahasan
A. Kedudukan Lembaga Arbitrase dalam
Hubungannya dengan Pengadilan
Menurut Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dalam proses awal arbitrase denganadanya suatu perjanjian arbitrase dalambentuk tertulis, maka menghilangkan hakpara pihak untuk mengajukan penyelesaiansengketa atau beda pendapat yang termuatdalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30Tahun 1999, sebagai berikut :“Adanya suatu perjanjian arbitrasetertulis meniadakan hak para pihakuntuk mengajukan penyelesaiansengketa atau beda pendapat yangtermuat dalam perjanjiannya kepengadilan negeri”.Sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2)Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999menyatakan bahwa :“Pengadilan negeri wajib menolak dantidak akan campur tangan dalam suatupenyelesaian sengketa yang telahditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam hal-hal tertentu yang ditetapkandalam undang-undang ini”.Dengan adanya Pasal 11 ayat (2)Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999ini, maka pada intinya pengadilan negeriwajib menolak dan menyatakan tidakakan campur tangan dalam suatupenyelesaian sengketa yang telahditetapkan melalui arbitrase kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Lebihjauh lagi, pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999menyatakan bahwa dalam para pihaktidak dapat mencapai kesepakatanmengenai pemilihan arbiter atau tidakada ketentuan yang dibuat mengenaipengangkatan arbiter, maka KetuaPengadilan Negeri menunjuk arbiter ataumajelis arbiter.Adanya kesepakatan para pihakmelalui klausula arbitrase menyebabkanpengadilan tidak berwenang memeriksa danmengadili. Beberapa putusan MahkamahAgung menunjuk yurisprudensi yang telahmengakui legal effect yang memberikewenangan absolut bagi arbitrase untukmenyelesaikan sengketa yang timbul dariperjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnyasesuai yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdata.
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Dari data putusan-putusanpengadilan umumnya menyatakan tidakberwenang memeriksa dan mengadilisengketa bila para pihak telah memilihpenyelesaian sengketa melalui arbitrase.Dengan demikian pengadilan mendorongpenyelesaian sengketa perkara melaluiarbitrase.Tidak jarang salah satu pihakmengajukan gugatan kepada pihak yang lainpadahal dalam perjanjian telah dipilih badanarbitrase yang akan menyelesaikan sengketapara pihak. Dalam keadaan demikianpengadilan kadang-kadang menganggapsalah satu pihak telah melepaskan klausulaarbitrase, apalagi bila pihak lawan tidakmengajukan eksepsi atau keberatan.Sehubungan dengan itu MahkamahAgung RI Arpeni Pratama Ocean LineMelawan PT. Shorea Ma Menyatakan bahwamelepaskan klausula arbitrase harusdilakukan secara tegas dengan suatupersetujuan yang ditandatangani oleh keduabelah pihak.
B. Dasar Pertimbangan Pengadilan
Menerima Penyelesaian Sengketa
Kepemilikan PT. Televisi Pendidikan
Indonesia (PT. TPI) yang Memuat
Klausul Arbitrase.Menurut Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Pusat bahwa perjanjian parapihak walaupun mengandung klausularbitrase pada perjanjiannya sebagaialternatif penyelesaian sengketa, namunperbuatan yang dilakukan adalah perbuatanmelawan hukum bukan wanprestasisebagaimana yang tercantum dalam
investment agreement untuk itu Majelisberpendapat bahwa pengadilan berwenanguntuk mengadili sengketa tersebut.Pertimbangan Hakim pengadilanTinggi sebelum pada putusannya adalahbahwa sengketa yang digugat dalam perkaraini adalah sengketa yang berkaitan danberhubungan (mengenai) pelaksanaanperjanjian investasi (investment agreement)tertanggal 23 agustus 2002 yang telahdisetujuai antara penggugat dan tergugat.Penggugat dan tergugat telah bersepakat danmenentukan penyelesaian setiap sengketayang berhubungan dengan pelaksanaan
investment agreement diselesaikan dan
diserahkan kepada dan berdasarkanArbitrase Nasional Indonesia (BANI);Terbukti yang menjadi pokoksengketa gugatan penggugat dalam perkaraini adalah sengketa di bidang perdaganganyaitu perjanjian tentang investasi pada PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Dalamakta perjanjian investasi (investment
agreement) tergugat telah menentukansengketa yang timbul mengenai pelaksanaanperjanjian investasi (investment agreement)tersebut diserahkan kepada dan menurutketentuan peraturan Badan ArbitraseNasional Republik Indonesia, maka sesuaidengan fakta hukum tersebut, sengketamengenai sah tidaknya perbuatan tergugat Iyang telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesiatertanggal 18 Maret 2005 dengan kualifikasiperbuatan melawan hukum adalahmerupakan klausula arbitrase dan menjadikewenangan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);Ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebutdapat disimpulkan yang termasuk klausulaarbitrase adalah hal-hal yang telahdiperjanjikan oleh para pihak dalam aktaperjanjian incasu investment agreement(perjanjian investasi) tanggal 23 Agustus2002 antara para penggugat dengan tergugatyang antara lain menyatakan :“Jika sengketa tersebut tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah oleh parapihak, maka akan diselesaikan secaraekslusif dan berkekuatan hukum tetap oleharbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturanBadan Arbitrase Nasional Indonesia.Sebelum Majelis Hakim pada tingkatkasasi menjatuhkan putusannya terkaitsengketa ini, yang menjadi pertimbanganMahkamah Agung adalah bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, judex facti(Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkanhukum dengan alasan sebagai berikut :Pada tingkat Peninjauan Kembaliberpendapat hahwa judex facti (PengadilanTinggi) telah keliru menafsirkan isikesepakatan investment agreementtertanggal 23 Agustus 2002 tersebut. Karenatindakan tergugat II serta RUPSLB yangdilakukan tergugat I dengan hal-hal yangsudah dipertimbangkan oleh judex facti
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(Pengadilan Tinggi) benar berada diluarperjanjian yang mengandung klausularbitrase;Bahwa perjanjian investment
agreement tertanggal 23 Agustus 2002terjadi antara para penggugat dengantergugat I saja, sedangkan tergugat II PT.Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut sertadalam perjanjian tersebut, sehingga secarahukum tergugat II tidak terikat atas isiperjanjian yang disepakati oleh parapenggugat dengan tergugat I tersebut;Bahwa masalah pokok dalam perkaraini adalah tentang hasil RUPSLB tanggal 17Maret 2005 yang dilakukan oleh parapenggugat atas PT. Cipta Televisi PendidikanIndonesia, “akses Sisminbakum telahdiblokir” sehingga pendaftaran hasil RUPSLBtersebut tidak dapat diterima oleh tergugat,akibatnya tidak bisa didaftarkanDepkumham;Bahwa selanjutnya tergugat Imengadakan RUPSLB “sendiri” pada tanggal18 Maret 2005 akses sisiminbakum dibukaoleh tergugat II dan langsung dimasukkankepada turut tergugat, sehingga hasilRUPSLB yang dibuat tergugat I dapatdidaftarkan kepada Depkumham;Perbuatan tersebut termasuk lingkupperbuatan melawan hukum, yang beradadiluar isi kesepakatan investment agreementtertanggal 23 Agustus 2002, sehinggasengketa ini adalah merupakan kewenanganperadilan umum;Bahwa atas semua hal tersebut diatasmaka tanggapan termohon kasasi dalamkontra memori kasasi harus ditolak;Bahwa pertimbangan PengadilanNegeri sudah tepat dan diambil alih mejadipertimbangan Mahkamah Agung, kecualimengenai tuntutan tentang ganti kerugianyang dimohon penggugat, judex jurisberpendapat bahwa oleh karena tuntutanganti rugi yang diajukanpenggugat/pemohon kasasi tidak disertaiperincian yang jelas dan tidak didukungbukti-bukti yang cukup maka tuntutan gantirugi tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Pertimbangan Hakim PeninjauanKembali sebelum pada putusannya yaitubahwa alasan-alasan peninjauan kembalidari pemohon peninjauan kembali tersebuttidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti dengan seksama memoripeninjauan kembali dan kontra memoripeninjauan kembali dihubungkan denganpertimbangan putusan Judex juris dalamtingkat kasasi dan putusan judex facti, dalamperkara a quo ternyata tidak terdapatadanya kekhilafan hakim denganpertimbangan sebagai berikut :Sengketa dalam perkara a quo adalahtentang perbuatan melawan hukum danbukan merupakan sengketa mengenai hakberdasarkan investment agreement karenaterdapat pihak yang tidak terikat dengan
investment agreement tersebut ikut digugatdalam perkara a quo yang tidak terikatdengan perjanjian tersebut sehingga tidaktermasuk pada ketentuan yang diatur dalam
investment agreement.Perjanjian investment agreementterjadi antara penggugat dengan tergugat Idan turut tergugat I, sedangkan tergugat IIdan turut tergugat lainnya tidak terikatdengan isi perjanjian tersebut sehinggaPengadilan Negeri berwenang mengadiliperkara a quo.Bahwa terbukti para tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana telah dipertimbangkan oleh
judex facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan judex juris dengan tepat.
C. Apakah Sikap Pengadilan yang
Menerima Sengketa Kepemilikan PT.
Televisi Pendidikan Indonesia (PT.
TPI) Telah Melanggar Ketentuan
Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.Mengenai kewenangan PengadilanDalam penyelesaian sengketa KepemilikanPT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.CTPI)  bahwa para pihak dalam hal iniPenggugat (Nyonya Siti HardiyantiRukmana) dan PT. Berkah Karya Bersamasebagai tergugat melalui Investment
Agreement (perjanjian investasi) telahmencantumkan klausul arbitrase dalamperjanjian mereka sebagai penyelesaiansengketa bilamana terjadi perselisihansebagaimana yang diuraikan dalam putusanpengadilan.Bentuk klausul arbitrase yang dibuatpara pihak adalah merupakan bentuk
Pactum de compromittendo, dimana para
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pihak mengikat kesepakatan akanmenyelesaikan perselisihan melalui forumarbitrase sebelum timbul perselisihan. Halini diatur dalam Pasal 615 Rv, Pasal 7Undang-undang Arbitrase dan Pasal II Ayat(1) Kovensi New York 1958.Para pihak pada Investment
agreement ini telah mencantumkan klausularbitrse dalam perjanjian pokok. Perjanjianpokok tersebut menjadi satu kesatuandengan arbitrase. Dalam perjanjian pokok,langsung dimuat persetujuan arbitrase yangberisi kesepakatan, bahwa para pihak setujuakan menyelesaikan perselisihan yangtimbul di kemudian hari, melalui forumarbitrase (severable contract). Pasal 13.2-13.4 investment agreement yang dibuat olehpara pihak menyatakan dengan tegas bahwa:Pasal 13-2“Segala sengketa yang timbul antara parapihak yang berasal dari atau terkait denganperjanjian ini, termasuk namun tidakterbatas pada, pertanyaan apapun terkaitdengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan,keefektifan dan pemutusan hak ataukewajiban dari pihak manapun, akandilesaikan melalui musyawarah”
Pasal 13-3“Apabila sengketa tersebut tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah, makaharus dilesaikan secara ekslusif danmengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuaidengan ketentuan Badan Arbitrase NasionalIndonesia”.Pasal 13-4“Pasal 13 ini merupakan suatu klausulaarbitrase yang tercakup dalam pengertianpada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999)dan tidak dapat dicabut serta mengikat parapihak untuk menyampaikan sengketa kepadaarbitrase yang final dan mengikat sesuaidengan hukum dan ketentuan-ketentuanyang diatur perjanjian ini”.Berdasarkan pasal 13 ini bahwasegala sengketa yang timbul dari ataupunberhubungan dengan Investement Agreementharus diselesaikan dengan cara musyawaraholeh para pihak. Jika musyawarah tidakdapat terlaksana, maka sengketa tersebutharus diselesaikan dengan cara arbitrase
sesuai dengan ketentuan-ketentuan BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI).Ketentuan tentang pilihan carapenyelesaian sengketa ini tidak menyangkutpelaksanaan perjanjian, ia merupakanperjanjian tambahan mengenai“perselisihan” perjanjian. Dengan demikianletaknya bukan pada masalah pelaksanaanperjanjian tetapi berhubungan denganpenyelesaian sengketa perjanjian.Klausula arbitrase yang merupakankesepakatan para pihak merupakan suatuketentuan tentang cara penyelesaiansengketa yang mungkin timbul dimasa yangakan datang. Oleh karena itu perjanjianarbitrase tidak melihat pada perjanjianpokok, tetapi terlepas dan merupakantambahan yang didekatkan pada perjanjianpokok. Keberadaan perjanjian assesortersebut sifatnya assesor atau tambahan dariperjanjian pokok dan sama sekali tidakmempengaruhi pelaksanaan perjanjianpokok. Tanpa klausula arbitrase,pemenuhan perjanjian pokok tidakterhalang. Tetapi ia berpengaruh terhadapcara penyelesaian sengketa manakala terjadiperselisihan. Ketiadaan klausula arbitraseberakibat perselisihan para pihak menjadikewenangan abslout peradilan umumsebagai badan peradilan negara.Suatu perjanjian yang disertaidengan klausul arbitrase, maka ketentuandalam klausul arbitrase benar-benardilaksanakan dan sengketa merekadiselesaikan melalui forum arbitrase. Dengandemikian klausul arbitrase akan memainkanperannya manakala benar-benar timbulsengketa mengenai perjanjian pokok.Sengketa mereka akan diperiksa dan diputusoleh lembaga arbitrase sesuai wewenangyang diberikan kepadanya sebagaimanadiatur dalam klausula arbitrase.Bila merujuk kepada pertimbanganHakim pada setiap tingkat pengadilandimana Salah satu alasan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerimadan mengabulkan permohonan GugatanPenggugat adalah bahwa sengketa ini adalahsengketa perbuatan melawan hukum, bukanmengenai sengketa Hak untuk itu Pengadilanberwenang untuk mengadili perselisihan ini.Putusan ini kemudian dibatalkan olehMajelis Hakim pada tingkat Banding, yang
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menyatakan membatalkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat.Dalam pertimbangannya MajelisHakim pada tingkat banding berpendapatbahwa Pengadilan secara absolut tidakberwenang mengadili sengketa yang digugat.Namun putusan tingkat banding inikemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim ditingkat kasasi dan Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa Majelis Hakim padaTingkat Banding telah melanggar ketentuanPasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun1999 yang bunyinya “Sengketa yang dapatdiselesaikan melalui arbitrase hanyalahsengketa di bidang perdagangan dan hakyang menurut hukum dan peraturanperundang-undangan dikuasai sepenuhnyaoleh pihak yang bersengketa.”Menurut Majelis Hakim pada tingkatkasasi dan peninjauan kembali bahwasengketa yang dimaksud dalam hal inibukanlah mengenai sengketa perdaganganatau sengketa mengenai hak, melainkansengketa yang terjadi karena PerbuatanMelawan Hukum (PMH) yang dilakukan olehtergugat, yaitu terkait denganpenyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dan penutupanakses (pemblokiran) data pada sistemadministrasi badan hukum DepartemenHukum dan HAM (SisiminbakumDepkumham).Berdasarkan literatur yang ada, yaitumenurut Sophar Maru Hutagalung,menyatakan bahwa sengketa yang dapatdiselesaikan melalui arbitrase hanyasengketa di bidang perdagangan danmengenai hak yang menurut hukum danperaturan perundang-undangan dikuasaisepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Sedangkan sengketa yang tidak dapatdiselesaikan melalu arbitrase adalahsengketa yang menurut peraturanperundang-undangan tidak dapat diadakanperdamaian.11Menurut Gatot Soemartonomenyatakan bahwa arbitrase tidak dapatditerapkan untuk masalah-masalah dalamlingkup hukum keluarga. Arbitase hanyadapat diterapkan untuk masalah-masalahperniagaan.
11Sophar Maru Hutagalung, Op.Cit,halaman 317.
Objek perjanjian arbitrase (sengketayang akan diselesaikan di luar pengadilanmelalui lembaga arbitrase dan atau lembagaalternatif penyelesaian sengketa lainnya)menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-undangNomor 30 tahun 1999 (“Undang-undangArbitrase”) hanyalah sengketa di bidangperdagangan dan mengenai hak yangmenurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihakyang bersengketa. Adapun kegiatan dalambidang perdagangan itu antara lain:perniagaan, perbankan, keuangan,penanaman modal, industri dan hak milikintelektual. Sementara itu Pasal 5 (2)Undang-undang Arbitrase memberikanperumusan negatif bahwa sengketa-sengketayang dianggap tidak dapat diselesaikanmelalui arbitrase adalah sengketa yangmenurut peraturan perundang-undangantidak dapat diadakan perdamaiansebagaimana diatur dalam KUH PerdataBuku III Bab Kedelapan Belas Pasal 1851 s/d1854. Terkait dengan keberadaan suratkuasa yang menjadi salah satu dasarpertimbangan pengadilan menerima perkarasengketa kepemilikan PT. TelevisiPendidikan Indonesia (PT. TPI) yangmemutuskan bahwa tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukumuntuk itu pengadilan berwenang mengadiliperkara ini. Bahwa surat kuasa tersebutmerupakan salah satu perjanjian yang tidakdapat dilepaskan dari perjanjian pokok.Surat kuasa tersebut adalah pejanjiantambahan (perjanjian accesoir) untuk itusurat kuasa tersebut sebagai perjanjiantambahan tidak dapat dilepaskan dariperjanjian pokoknya, yaitu investment
agreement itu sendiri. Oleh karena perjanjianpokok dan perjanjian tambahan merupakansatu kesatuan, maka segala ketentuan yangberlaku tetap berlaku sama terhadap keduaperjanjian tersebut termasuk mengenaiforum penyelesaian sengketa. Oleh karenapada perjanjian pokok telah mencantumkanklausula arbitrase sebagai forumpenyelesaian sengketa, makasengketa/perkara yang berkaitan dengansurat kuasa tersebut yang merupakanperjanjian tambahan juga tunduk padaketentuan ini.
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Berdasarkan literatur yang adabahwa sengketa yang dimaksud dalam hal iniadalah sengketa di bidang perdagangan yaitudalam ruang lingkup penanaman modalsebagaimana yang telah dijelaskansebelumnya diatas. Untuk itu oleh karenapara pihak mencatumkan klausul arbitrasepada perjanjiannya (investment agreement),maka yang berwenang mengadili sengketapara pihak adalah Arbitrase melaluiketentuan Badan Arbitrase NasionalIndonesia. Putusan Pengadilan pada tingkatbanding telah tepat yaitu bahwa pengadilantidak memiliki kompetensi mengadilisengketa ini, oleh karena para pihak telahsepakat bilamana terjadi sengketadikemudian hari para pihakmenyelesaikannya melalu arbitrase, bilatidak dapat diselesaikan secara musyawarah.Untuk itu penyelesaian sengketaterkait dengan sengketa kepemilikan PT.Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI)diselesaikan melalui forum arbitrase dansikap pengadilan seharusnya menolakmengadili sengketa kepemiilikan PT. TelevisiPendidikan Indonesia (PT. TPI).
V. Penutup
A. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian danpembahasan sebagaimana yang telahdiuraikan pada bab sebelumnya, maka dapatdisimpulkan beberapa hal, yaitu sebagaiberikut :1. Arbitrase selain berperan untukmenyelesaikan sengketa hak jugaberperan untuk menyelesaikansengketa di bidang perdagangan.Adapun kegiatan dalam bidangperdagangan itu antara lain:perniagaan, perbankan, keuangan,penanaman modal, industri dan hakmilik intelektual. Sengketa di bidangperdagangan yang dalamperjanjiannnya memuat klausularbitrase maka merupakankewenangan menjadi kewenanganarbitrase. Pengadilan hanyaberwenang (memiliki kompetensi)dalam prosedur arbitrase dalam halpenunjukan arbiter, pembatalanputusan arbitrase dan EksekusiPutusan Arbitrase.
2. Pertimbangan hukum Pengadilanpada tingkat Banding, Kasasi danPeninjauan Kembali tidak tepat,Seharusnya pengadilan mengakuikompetensi absolut (kewenanganmutlak) lembaga arbitrase. Hakimpada tingkat Pertama, Kasasi danPeninjauan kembali dalam perkaraini karena jabatannya padapertimbangannya harusnya menolakmengadili perkara ini karena parapihak dalam perjanjiannya telahmencantumkan klausul arbitrase,sehingga harus dinyatakan tidakberwenang mengadili perkara.3. Pengadilan tidak berwenangmengadili perkara ini, sebab sudahjelas dan tegas bahwasanya parapihak mencantumkan klausularbitrase pada perjanjiannya danbahwa sengketa yang terjadi diantarapara pihak adalah sengketaperdagangan di bidang investasi ataupenanaman modal yangmenimbulkan suatu perbuatanMelawan Hukum. Sikap Pengadilanyang menerima penyelesaiansengketa ini telah melanggarketentuan Undang-undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesain Sengkseta.
B. Saran1. Untuk menghindari penyelesaiansengketa secara berlarut-larut, makapilihan forum arbirase yang dipilihharus dirumuskan secara cermat,jelas dan lengkap, seyogyanyasewaktu harus merumuskankehendak para pihak, sebaiknyamemuat klausul arbitrase yangkomprehensif artinya bahwa forumarbitrase sebagai penyelesaiansengketa terhadap seluruh sengketayang terjadi dikemudian haridiantara para pihak.2. Penyelesaian sengketa melaluiarbitrase merupakan refleksikesepakatan para pihak, sehinggaharus dihormati dan diberdayakaneksistensinya.3. Pengadilan agar menyatakan tidakberwenang memeriksa dan memutussengketa bilmana para pihak
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sebelumnya telah mencantumkanklausul arbitrase pada perjanjiannyadan agar para Hakim-hakim diPengadilan lebih meningkatkankompetensi dan profesionalismebilamana dihadapkan untukmengadili suatu sengketa yangdidalamnya memuat klausularbitrase pada perjanjiannya sebagaiforum penyelesaian sengketa.
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